PROVINSI BTALY

KEPUTUSAN WALIKOTA TUMAT
NOMOR 296 / DISDIR /2014

TENTANG
!

PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT KAPUR
MEN]JADI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR

Menimhbang

hengingat

d.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
WALIKOTA DXUTRAL,

bahwa dalam upayas meningkatkan pemersiasn dan perluasan
akses untul memperalch lavsnan pendidikan jejeng Sekoluh
Dagar (SD), maka dipandang perlu dilakukan penceerian kelas
jauh Sekolah Dasar Wegeri (3DN) 005 Bukit Kapur menjadi
Unit Sekolah Baru (USE} SDN Negeri 016 Bukit Kapur di Eota
Thamai;
bahwa herdazarkan pertimbangan sebageimana dimalksud
pada hwuf a, perlu menetapkan Keputusan Walikcta tentang
Kelas Jauh Sekolah Trysur Negeri 005 Bukit Kapur
Menjadi Sekolah Dasar Negeri 016 Bukit Kapur di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumal.

TUndang Undang Nomor 16 {zhur 1999 tentang Pembontilkan
Kota Madya Dacrah Tingkat II Dumal (Lembaran Negara
Tepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang He an
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang 3Sistem
Pendidikan Nasionzl (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301); .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Decwerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana t«lah beberapa kali divsheh tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4&4-);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundarg-Undangan (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerfiitah Nomor 32 Tahum 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 19
Tahun 2005 tenﬁmtam:lﬂr Masional Pendidikan (Lembaran

Republik sia Momor 5410);

¥El thm Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolasn Keusngan Daersh (Leémbaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tﬂm!:l-aﬁm Lﬂﬂﬂ:ﬂrﬂﬂ
MNegara Republik Indonesia Nomor 4578;

8. Peratwran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi dan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten /Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor 82 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4863 );

10. Peraturan Pemermtah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48641

11, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penvelenggarasn Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peratwran Pemerintah
Momor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Namor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5157);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri NMemor | Tahun 2014 @entang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Momor 60 Tahun 2002
ientang Pedoman Pendirian Sekolah;

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Momor 2 Tahun 2008 tentan
Urusan Pemernintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemermlaﬁ
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun
2008 Nomor 2 Seri ),

15. Peraturan Draerah Kota Dumail Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Eembaga Daerah Kota
Dumai Tahon 2008 Nomor 9 Ser ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 14 Tabhun 2012 tentang Perubabhan Kedoa Atas
Peramran Daerah Kota Dumai Mmm:nr 16 Tahun 2008 tentan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daera
Kota Dumai Tahun 2012 Momor | §eri D);

I&Pmmranﬂaemhﬁﬂmnmmrﬂumur?TahLmzﬂﬂgten
Pokok-Pokok Pengelolaan an Daemh { Lembaran
Kota Dumai Tahun 2012 H-DTI}DTE

17, Peraturan Dacerah Kota Dumai N-:-m::nr ll Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesrah Tahun Anggaran
2014 (Lembaran Dasrah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri
Al
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18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tabun 2013 tentang
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Pembentukan Organisesi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kuta Dumai (Berita Dacrah Kotz Dumai Tahun 2013 Nomor 1
Serily;
19. Peraturan Waitkota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Proscdur Peagelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Dumal Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D)
sebagaimana tclah diubah dergan Peraturan Wailkota Dumai
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Watlkota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah gﬂm'lta Daerah Kota
Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Wailkota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perjabaran
Angparan Pendasaten Belenja Dactzh Kota Dumal Tahun 2014
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A)
telah diubah dengan Peraturan Waiikota Dumai
Nomor 11 Tahun 2014 ham:arﬁl Perubahan Penjabaran
Pendapatan dan Eelan_]ra erah Kota Dumai Tahun

2014 (Berita Daerah Kota Dumal Tahun 2014 Nomor 2 Serl A).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENEGERIAN KELAS JAUH
SEKOLAH DASAR NEGERI 002 BUEIT KAPUR MENJADI SEKOLAH
DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAIL

Menegerikan Kelas Jauh Sekolah Daser Negeri (SDN) 005 Bukit
Kapur menjadi SDN 016 Bukit Kapuf di Lingkungsn Pemeriniah
Kota Dumal sebagalmana tercantum dalarm lampiran

imi.

Kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SDN
016 Bukit Kapur, bterpedoman pada  ketentuan  Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Segala blaya yang dipevlukan achegay aldbar ditetaplesmnya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal A Agustus 2014
e




' LAMPIRAN KEPUTUSAN WAUKOTA DUMALI

NOMOR 2 [ DISDIK /2014
TENTANG PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT
KAPUR MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA DUMAI

PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT KAPUR
MENJADI SEKOLAH DASAR NECERI 016 BUKIT KAPUR
DI LINCKUNCAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO EECAMATAN

IAMA SEKOLAH TAMA

MNAMA SEKOLAH BARL

1 2

4

L BUKIT KAFUR

A 016 BUKIT KAPUR




